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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara
wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik
sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil,
transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan
adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat
juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat

sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun
2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk
melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan
kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan
pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan

dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Kesehatan Kota
Bekasi sebagai salah satu penyedia layanan publik pada Pemerintah Kota Bekasi,
maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna
layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada
Peraturan Menteri PAN dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka
telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat
merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan
elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat

masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.



Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan

bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan

sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya

pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka

sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik.

1.3 Tujuan, Sasaran, dan Manfaat

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan

masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat,

terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi dan pemeriksaan laboratorium

yang telah diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Bekasi.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai
kinerja penyelenggara pelayanan;

Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik;

Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam
menyelenggarakan pelayanan publik;

Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam
penyelenggara pelayanan publik;

Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit

pelayanan publik secara periodik;



. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut
yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;

. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil
pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;

. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup
Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;

. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit

pelayanan.
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PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Dinas Kesehatan
Kota Bekasi dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan
Masyarakat yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi

(sebagaimana terlampir).

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner online melalui aplikasi Sistem
Survei Kepuasan Masyarakat (Sisukma) Kota Bekasi yang diakses oleh pengguna
layanan. Kuesioner terdiri atas 9 (sembilan) pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur
pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang
ditanyakan dalam kuesioner yaitu :

1. Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam
pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun
administratif.

2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan
yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan
untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima
layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara
yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara
dan masyarakat.

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan
adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan
yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap

spesifikasi jenis pelayanan.



6. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang
harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan
pengalaman.

7. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam
memberikan pelayanan.

8. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai
sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala
sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses
(usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak
(komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan,
saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan
dan tindak lanjut.

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di loket pelayanan penerbitan
surat keterangan LKM-NIK dan penerbitan sertifikat penyuluhan keamanan pangan
pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi, serta di Laboratorium Kesehatan Daerah Kota
Bekasi pada waktu jam layanan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri
oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya dihimpun dan diolah secara
otomatis pada aplikasi Sisukma Kota Bekasi. Dengan cara ini penerima layanan aktif

melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM
Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) semesteran
yaitu per semester. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu

selama 6 (enam) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No Kegiatan Waktu Jumlah Hari
; g Pelaksanaan Kerja
1. Persiapan Januari 2024 8
2. Pengumpulan dan Pengolahan Januari-Juni 2024 110
Data
3. | Analisis Hasil, Penyusunan dan Juli 2024 15
Pelaporan Hasil




2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, dikarenakan proses penyelenggaraan SKM
sudah dilaksanakan secara online yaitu melalui aplikasi Sisukma Kota Bekasi, maka
jumlah responden sama dengan jumlah penerima layanan (jumlah pemohon) dari
seluruh jenis pelayanan pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Dimana jumlah total

responden pada periode Semester 1 Tahun 2024 berjumlah 188 orang.
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HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang

diperoleh untuk seluruh jenis layanan yaitu 188 orang responden, pada Periode bulan

Januari sampai dengan bulan Juni 2024.

3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan aplikasi Sisukma Kota Bekasi dan

diperoleh hasil nilai IKM per unsur dan nilai IKM pada seluruh layanan adalah sebagai

berikut :

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur Seluruh Jenis Layanan

Nilai Rata-rata
(NRR)

IKM per unsur
(NRR x 25)

Kategori

IKM Unit
Layanan

Nilai Unsur Pelayanan

Ul uz2 U3 u4 Uus U6 U7 us U9

360 3,63 358 317 351 357 375 3,63 386

90,03 90,82 89,49 77,25 87,63 89,23 93,75 90,69 96,41

A A A B B A A A A

89,70 (A atau Sangat Baik)



4,00

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

3,60

Persyaratan

IKM per Unsur pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi

3,63

Prosedur

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur

3,58

Waktu

Semester 1 Tahun 2024

Biaya

3,51

Produk

3,57

Kompetensi

3,75

Perilaku

3,63

Sarpras

3,86

Pengaduan
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ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan
Berdasarkan hasil pengolahan data pada nilai IKM Unit Pelayanan, dapat
disimpulkan bahwa :

1. Dari 4 jenis layanan yang dimohonkan pada Semester 1 Tahun 2024 diperoleh
nilai IKM Semester 1 Tahun 2024 dengan nilai sebesar 89,70 dengan Kategori
A (Sangat Baik), dimana terdapat kenaikan nilai sebesar 3,15 poin dari nilai
IKM Semester 2 Tahun 2023 yaitu sebesar 86,55.

2. Tiga unsur yang memiliki nilai terendah yaitu Biaya/ Tarif (U4) mendapatkan
nilai 3,17 sebagai nilai terendah pertama. Selanjutnya Produk Spesifikasi Jenis
Pelayanan (U5) mendapatkan nilai 3,51 sebagai nilai terendah kedua. Dan
Kompetensi Pelaksana (U6) mendapatkan nilai 3,57 sebagai nilai terendah
ketiga.

3. Sedangkan tiga unsur dengan nilai tertinggi yaitu Penanganan Pengaduan,
Saran dan Masukan (U9) mendapatkan nilai 3,86 sebagai nilai tertinggi
pertama, dan Perilaku Pelaksana (U7) mendapatkan nilai 3,62 sebagai nilai
tertinggi kedua, serta Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2) mendapatkan nilai

3,54 sebagai nilai tertinggi ketiga.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/ kritik serta pengaduan yang masuk
melalui kanal aduan yang telah disediakan, tidak ada pengaduan terkait layanan yang
ada di lingkup Dinas Kesehatan pada Semester 1 tahun 2024.

Adapun kondisi permasalahan/ kekurangan dari unsur pelayanan dapat
digambarkan sebagai berikut :

e Biaya/ tarif masih dirasakan mahal oleh masyarakat terutama untuk pelayanan

di Laboratorium Kesehatan Daerah yaitu pemeriksaan air minum, air bersih, air

limbah domestik, BOD, COD, badan air, bakteri makanan, rectal swab, usap

alat, angka kuman udara, serta pemeriksaan urin (narkoba). Namun biaya/ tarif

pemeriksaan ini sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Bekasi nomor 98

tahun 2019 tentang penyesuaian tarif retribusi pelayanan kesehatan di

Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Bekasi.



e Sedangkan untuk kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam

standar pelayanan dengan hasil yang diberikan sebenarnya sudah sesuai

namun mungkin belum tersosialisasikan pada masyarakat yang melakukan

pemeriksaan.

Petugas layanan pada Labkesda belum pernah diberikan pelatihan khusus/

refreshing terkait peningkatan kompetensinya dalam pemeriksaan air dan urin

(narkoba).

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayanan publik

maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil

analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut

perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui rapat

koordinasi dengan unit-unit pelayanan yang ada pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi

pada tanggal 2 Juli 2024. Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan

dalam tabel berikut:

- Waktu Penangg
Prioritas :
No Program / Kegiatan ung
Unsur
Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des Jawab
1 | Biaya/Tarif | Peningkatan sosialisasi | N N Labkesda
Perwal No. 98 tahun dan
2019 tentang tarif Humas
retribusi pelayanan di pada
Labkesda Dinas
Kesehatan
2 | Produk Peningkatan sosialisasi | N N Unit-unit
Spesifikasi | produk-produk Pelayanan
Jenis pelayanan pada unit dan
Pelayanan | pelayanan Humas

10




No Prioritas Program / Kegiatan o Pen:ngg
unsur Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des Ju °
awab
3 Kompetens | Membuat usulan N Labkesda
i Pelaksana | pelatihan dan
pemerikasaan air dan Perencan
urin (narkoba) bagi aan pada
pelaksana di Labkesda Dinas
Kesehatan

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau

melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik

diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei

dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan

yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta

melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara

kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat

kepuasan penerima layanan Dinas Kesehatan Kota Bekasi dapat dilihat melalui

grafik berikut :

Nilai IKM Dinas Kesehatan Kota Bekasi

Tahun 2021 s.d. Semester 1 Tahun 2024
100
90 —® 89,70
80 g 2"53 84’*18 86,59
70
60
50
40
30
20
10

0
2021 2022 2023 2024
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Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi
peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2021 hingga

Semester 1 tahun 2024 pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
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BABV
KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu

periode mulai Januari hingga Juni 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

e Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Kesehatan Kota Bekasi secara umum
mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 89,70.
Nilai SKM Dinas Kesehatan Kota Bekasi ini menunjukkan konsistensi
peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2021
hingga 2024.

e Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas
perbaikan yaitu Biaya/ Tarif (U4) mendapatkan nilai 3,17 sebagai nilai
terendah pertama. Selanjutnya Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5)
mendapatkan nilai 3,51 sebagai nilai terendah kedua. Dan Kompetensi
Pelaksana (U6) mendapatkan nilai 3,57 sebagai nilai terendah ketiga.

e Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Penanganan
Pengaduan, Saran dan Masukan (U9) mendapatkan nilai 3,86 sebagai nilai
tertinggi pertama, dan Perilaku Pelaksana (U7) mendapatkan nilai 3,62
sebagai nilai tertinggi kedua, serta Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2)

mendapatkan nilai 3,54 sebagai nilai tertinggi ketiga.

Bekasi, 8 Juli 2024
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi

NIP. 19641028 198803 2 006

i3



1. SK Tim SKM

LAMPIRAN

PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS KESEHATAN

Alamat : JI. Pangeran Jayakaria No. 1 Kel. Harapan Mulya
Kec. Medan Satria - Bekasi Telp. : 8894728 Fax. : 8892080

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI

NOMOR: 400.7/Kep.005-DINKES.Set/1/2024

TENTANG

TIM FENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI TAHUN 2024

Menimbang

Mengingat

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI,

a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Surved Kepniasan Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik, untuk peningkatan kualitas
pelayanan publik secara berkelanjutan wajib
dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan
pelayanan melalui Survei Kepuasan Masyarakat
(SKMJ;

. bahwa dalam rangka kelancaran dalam

pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, perlu
dibentuk Tim Penyusunan Survei Kepuasan
Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi
Tahun 2024,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagmmana

dimaksud huruf a dan b, maka pembentukan Tim
dimaksud periu ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi.

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat 11
Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelavanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038),

14



. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
lentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Mofnor 5%, Tembahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor S601);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang  Pembentukan  Produk  Hulum
Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun
20015 MNomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Eepublik Indonesia Tahun
2009 MNomor 157);

. Peraturan  Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun
2007 tentang Pedoman Penyusunan Surve
Kepuazan  Masyarakat Unit  Penyelenggara
Pelayanan Publik [Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor TOR);

. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran
Daesrah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor & Seri Ej;

. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan  Susunan
Perangkat Daerah Kota Bekasi [Lembaran Dacrah
Kotn Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D)
sehagrimana telah beberapa kall diubah, teralkhir
dengan dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi
Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07
Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Dacrah Kota Bekasi [Lembaran Daecrah
Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

Peraluran Wali Hota Bekssi (tentang Tupoksi
rRAsSIng-masing Perangkat Dacrah /Unit
Penyvelenggara Pelayanan).
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Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan Yth:
1. Wali Kota Bekasi;

Berita Acara Nomor: 000.8.3.4/09,1-DINKES.Set
tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan Tim
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pacda
Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2024

Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masvarakat pada
Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2024

Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tugas Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat

yaitu ;

1. Mempersiapkan bahan survei dengan membuat
kuesioner (manual/elektronik);

2. Menyampaikan kuesioner kepada petugas
layanan sesuai dengan jenis layanan masing-
masing;

3. Melakukan pengolahan data hasil penyebaran
kuesioner yang telah diisi oleh responden;

4, Menyusun laporan Survei Kepuasan Masyarakat
pada Dinas Keschatan Kota Bekasi Tahun 2023
sebagai bahan pelaporan kepada Wali Kota.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dan dilaksanakan sesuai dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan serta akan diadakan
perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekas:
pada tanggal 3 Januari 2024

2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sckretans Dacrah Kota Bekasi.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI

NOMOR  : 400.7/Kep.005-DINKES. Set /1/2024

TENTANG TIM PENYUSUNAN SURVE! KEPUASAN MASYARAKAT PADA DINAS
KESEHATAN KOTA BEKASI TAHUN 2024

TIM PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI TAHUN 2024

NO KEDUDUKAN DALAM TIM JABATAN
1 | Penanggung Jawab Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasa
2 | Ketua Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bekasi
3 | Sekretans Perencana Ahli Muda selaku Ketua Tim
Kerja Perencanaan Dinas  Kesehatan
Kota Bekasi
4 | Anggota 1. Kepala UPTD Labkesda, ‘

2. Administrator Keschatan Ahli Muda
selaku Sub Koordinator Kefarmasian
dan Alal Kesehatan,

3, Administrator Kesehatan Ahli Muda

selaku Sub Koordinator Pembiavaan

dan Jaminan Kesehatan;

Dhian Rini Ambarrukmi, AMAK;

Ivan Rezgiana, S.Kom;

. Dede Abdullah, S Kep:

Rina Sastrawaty, SKM, MKM,

Nowus

/KOTA BEKASI, .

- -

'ruﬁim:ﬂi.'Awan
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2. Kuesioner

SUBRNEI KEFUASAN MASYARAEAT

DIMAS KESEHATAN

PERIMODE SEM : Triwulan 11 Tahun 2024 (D] Juli 2024 sid 30 September 2024}

JENI% LAYARAN TANG DITERDAR TANGEAL SEVEY
IDENTITAS RESPOMDIEN

AL (OISO ALY LiL-7Y

PEKDAMEAN IPEICEN A

IECAMATAN EELURAHAN

SaiaN DAk MASUKAN UNTUK FERBAIKAN FELAYANAR

JERE EELAMIN

B WHATS AP (RETIF)

PENDAFAT EESPONDEN TENTANG FELAYANAN

PEETAST ALY

Dy rm o petCd Sl Salaclirs DR O] s i b

perwyaraar peluyeoar, JELpas e el vasg
T

prdagat Smadirs Wrlre rasdaksy proesdur
levamr®

i PR TS
pRliarur ek o rd s gatiay
My rmiras el St Saalirs DRI DD Eilsr BT

pmaiebeiin predd pelnasan

My rmiras et Cd S gl Silaclirs DRELAre] Diada ok b Saryarmrd
.“lll._— jang durderws sbar-d e b kan T

My rmiras e rd St Salaclirs RELRe] Do o pradic
PR VRS st b deragar. bl yarg dier s T

My rmiras petrd S gt Salalils ELEe] bolnre Bk
Erarpess pEFLes dals r e S b pelayaaent

Mags maibs pesdir: Soeds e Wis o perlans pemged dal s

peliparar w1 kseeparar. der erarsien™

.l'.-—.;-l:i-.:hrl L] ek b Asrnrs der
prasaracs poa] desdankas ¢

My rmiras petrd St Salaclils DRELETE] P DO ACar.
S imdiail frEgd dka aiiiar®

s irm v P G pat Saiadirs BELers] TRCARETRIE

pRlis T V] Eberior (e e OIS B Ce R
pErevaraar. bogs wEbw pEwsisasar dals ¢

My rmiras e rd Sl Salalirs RELE] £l FJri G fasl g
PELENETGE, | L AL S paEguiar. bar greofio deb?

FERILALY
2] [al (4]
Kirnrg e Srid R .
F| [l (4]
Eares madsl Sl adah SErger TEdsk
X B [EH]
kirarg cepa il Slaalal v gl
Xl 1] 1]
Kerasg Seammi Srid AL ET S
E] 3] [4]
Kirnrg e Sridl Rl .
X 1] [EN]
Fisarg Lom e el
(% FUF0 b
E] (3] [4]
Laras] wpad  Sopandin faTad  Rdbgal Al
das racak dar. e
X 1] 1]
Cdenp: [T S Egar Sl
2] 3] [4]
hids e iepe oedak  Derfasgul kimesy  Dillielods decges
ety u mikiersl [~1'8
3] 3] 1]
Kirneg Trasaparsy T
LS T IFRSEpETES
X ] [EN]
Kirneg B g T i T
et W T 2k rElegriEL
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3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM
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PUBLIKASI ONLINE

8,32
12.07 W s R Aol I Sl @4

O 25 kes.bekasikota.go.id Yy 14

— O\ Kontak Kami

Dinas
Kesehatan
Kota Bekasi

SURVEY KEPUASAN Y
A MASYARAKAT(SKM)

DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI
SEMESTER | TAHUN 2024

Perolehan Rata-Rata
Nilai Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)

Berdasarkan Jenis Kelamin

Laki-laki :127 Responden Perempuan : 61 Responden
S L Pendi

sb :2Responden  piplomallil :12 Responden

SMP : 4 Responden Sarjana Strata 1 : 53 Responden
SMA/Sederajat : 109 Responden  Sarjana Strata 2 : 8 Responden

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK
KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KIIALITAS PRI AYANAN BAGI MASYARAKAT
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